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Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

bahwa untuk meningkatkan aspek transparansi,
akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran
serta rasionalitas ketentuan standar perjalanan dinas
bagi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten serta satuan harga pakaian
karyawan menyesuaikan harga yang berlaku di pasar,
perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam
Standar Biaya Tahun 2019;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan
atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2018
tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang
Tahun Anggaran 2019, dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4393);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533 );

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Pere)lturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
341);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 90);



Menetapkan

16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2016 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA DAN
STANDAR HARGA SATUAN BARANG TAHUN ANGGARAN
2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati
Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Standar
Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 65), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Catatan 2 angka 24 SATUAN BIAYA
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH diubah, sehingga
Catatan 2 berbunyi sebagai berikut :

2. Perjalanan dinas dalam rangka
analisa/survei/pengendalian /keamanan/pemungutan
PAD/monitoring dan evaluasi/verifikasi lapangan/
pengawasan/pemeriksaan/pengambilan data, 5 km ke
bawah, uang harian diberikan sebesar 50% (lima
puluh per seratus).

2a. Satuan biaya uang saku perjalanan dinas dalam
daerah bagi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten disamakan dengan
Bupati dengan tetap memperhitungkan ketentuan
nomor 2 di atas. Struktur di bawah Ketua Tim
menyesuaikan dengan tingkatan di atas sesuai
dengan kewajaran.

2. Ketentuan pada angka 29 SATUAN BIAYA PENGADAAN
PAKAIAN KARYAWAN diubah, sehingga angka 29

berbunyi sebagai berikut :
29. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN KARYAWAN

Uraian Satuan Harga
Pakaian Olah Raga Stel 300.000
Pakaian Batik Potong 350.000
Catatan:

1. Pakaian olah raga tidak termasuk sepatu.

2. Pakaian batik tidak termasuk bawahan. Jika
diberikan berupa bahan, maka harus dikurangi
ongkos jahit paling sedikit 18% dari pagu anggaran.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 22 Februari 2019
BUPATI LUMAJANG,
ttd.
H. THORIQUL HAQ, M.ML

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 22 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.
Drs. AGUS TRIYONO, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP.19690507 198903 1 004
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